
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2011 NOMOR 40 SEW B NOMOR 31

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSin
NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG
PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN VANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR ,

bahwa sesuai dengan Keteniuan Pasal 95 ayai ( I ) Undangundang
Nomor 28 Tahun 2009 lentang Pajak Daerah dsn Reinousi Daerah Pajak
Daerah diletepkan dengan Peraluran Daerah
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huru< a
periu menetapk3r Peraluran Daerah Kabupaien Samosir lentang Pajak

Daerah

Menimbang a

b

l Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 lentang Penagshan Pajak dengan

Sural Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor

42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686)

sebagarmana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987)

? Undang-Undang Nomor \ 4 Tahun 2002 lentang Pengadilan Paiak
( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27. Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 169).

3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 teniang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan
Lembarpn Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 lentang Pembeniukan Kabupaien

Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagar di Propmsi Sumaiera Ulara
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346):

5 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 lentang Pemenniahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor \? r>

Tambahan Lembaran Negara Reoubfik Indonesia Nomor 443 ’)

sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 lenlang Pemeriniahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

6. Un iang- Undang Nomor 33 Tahun 20&4 lemang Penmbangan Keuangan
aniara ^emermtah Pusai dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2C04 Nomor 126 , Tambahan Lembaga Negara
Republik Indonesia Nomor 4438),

7. Undung- Undang Nomor 26 Tahun 2009 lenlang Pajak Daerah Dan
RetfitXiSr Uatrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Mengmgat
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Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor
5049),

8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20n leniang Pembeniukan Peraturan
Perundang-undangau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 »
Nomor 82. Tambohan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234).

9 Peraturan Pemerintab Nomor 56 Tahun 2005 lenlang Pengelolaan
Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor MO. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4576).

10 Peraturan Femenmah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemenntah, Pemenntahan Daerah Propmsi. Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82. Tnmbohan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737).

W Peraturan Pemenntah Nomor 4 i Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerab ilembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89. Tumbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
474 1).

12 Peraturan Pemenntah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tala ce-'a
Pemberian dan Pemanfaatan tnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Reiribusi Daerah (lembaran Negjra Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5161)

13 Peralurar Pemenniah Nomor 91 T3hun 2010 lemang Jenis Paiak Daerah
Yang Dipungul Perdaiarkan Penelapan Kepala Daerah Aiau Oibayar
Sen&in Oleh Wajib Pajak (Lemoaran Negara Repubi'k Indonesia Tahun
2010 Ncmor - 53 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5179)

i i Permian Presiden Reuublik Indonesia Nomo' i Tahun 2007 tentang
Pengesahan Pengvmdangan dan Penyebaduasan Peraturan Porundang-
unoangan.

i 5 Peraturan Daerah Kaouoaien Samosir Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Organisasi dan Tala Kir|d Dmas Daerah Kabuoalen Samosir (lembaran
Daerah Nomor 139 Tahun 2007 Seri D Nomor 15)

Pengan Pcrsciujuan Bersama
OEWAN PERWAKILAH RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMOS1R

dan
6UPATI SAMDS'R

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENT/ NG PAJAK DAERAH.Menetapkan

QAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah m* yang dimaksud dengun*

1 Oacrah adalah Kebupaten Samosir
2 Pemenntahan Daerah adalah penyeienggaraan urusan pemenntcban

oleh Pemetmtah Daerah dan Dewan Perv/akilan Rakyat Oaerah menurut

asas otonomi dan Tugas Pombentuan dengan pnnsip otonomi seluas
luasnya daiam s>stem dan pnnsip Negara Kesatuan Republik Indonesia



sebagarmana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

3. Pcmerintah Daerah adalah Bupal' Samos« dan Perangkal Daerah
Kabupalen Samosir sebagai unsur penyelenggara Pemorlhlahan Daeiah
Kabupalen Samosir

4. Dewran Perwakiian Rakyal Oaerah Kabupalen Samosir. yang sclanjulnya
disingkai DPRO adalah lembaga pervraktlan rakyal daerah sebagai imsur
penyelenggara Pemerintahan Oaerah Kabupalen Samosir

5 Kepala Daerah adalah Bupati Kabupalen Samosir.
6 Pajabal adalah pegawai yang diberi lugas lertenlu di bidang perpnjakan

daerah sesuai dengan peraluran perundang.urdangan
7 Peraluran Daerah adalah peraluran perundang-undangan yang dibenluk

oleh DPRD Kabupalen Samosir dengan perseiu|uan bersama Bupali
Samosir

8 Peraluran Kepala Daerah adalah Per3turan Bupali Samosir
9 Paiak Daerah. yang selanjulnya disebul pajak. adalah konlnbusi wajib

kepada Daerah yang lerulang oleh oring pnbadi atau badan yang bersilal
memaksa berdasarkan Undang- Undang. dengan tidak mendapalkan
imbalan srcara langsung dan digunakan unluk keperluan Oaerah bagi
sebesar-besamya kemakmuran rakyal.

10 Badan adalah sekumpulan orang dan/alau modal yang merupakan
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang lidak melakukan
usaha yang melipuli perseroan terbatas. perseroan komandiler . perseroan
lainnya. 8adan Usaha Milik Negara (BUMN). alau Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) dengan name dan dalam benluk apapun . firnna, kongsi.
koperasi, dana pension, persekutuan perkumpulan. yayasan organise si
masr.a. organisasi sosial polilik. atau oiganisasi lainnya lembaga dan
benluk badorr lainnya lermasuk konirak mvestasi koleklif dan benluk
usaha teiap

11 Pajak Hotel adalah paiak aias pelayanan yang disediakan oleh hoiei
12 Hotel adalah fasiinas penyedia jasa pengmapan/perislirahalan tcrmasuk

jasa lerkail lainnya dengan dipungul bayaran yang mencakup juga motel
losintn. gubuk parrwisata . wisma parwisata. pesanggrahan rumah
perginapan dan sejemsnya. terta rumah kos denqan jgmlah kamar i<‘inh
dan to (sepulubl

13 Pajak Restoran adalah pajak alas pelayanan yang disediakan olr>h
resloran

14. Restoran adalah lastlnas penyedia rnakanan dan/alau mmuman dengan
dipungul bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kaletana, karvin
warung. bar . dan sejenisnya lermasuk jasa boga/kaienng

15 Pajak Hiburan adalah pajak alas penyelnnggaroan hibu'an
t6. Hiburan adalah semua jenis lonlonan pertunjukan permaman, dnn/at m

keramaian yang rtmikmali dergan dipungul bayaran
17 Pajak Heklame adalah pajak atas penyelenggaraan rektame.
18, Reklame adalah beads, alal. perbuatan. elau media yang bentuk da

Co'ak rugamnya dirancang unluk luiuan komersial memperkennlk.m
menganjurkan, mempromosikan. al;»u unluk menunk jjerhalian umtini
lerhadap barang , iasa, nang . aiau badan yang dap.il dilrhal. tlibara
didengar . dirasakan, dan/atau dinikmati oluli umum

19, Pajak Penerangan Jalan adalah paiak alas penygunaan tenaga lislnt
baik yang dihasilkan sendin maupun dipuroieli dan sumber lain

20 Pajai Mineral Bukan Loyam nan Banian adalah paiak atas lieyialan
pt ncjambil.in mineral bukan loqam dan baluan. b->t- dari sumber alam n.
dalunt oan/atau permukn3n burni unluk dimanlaulkan
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21 Mineral Gukan Logam dan Baiuan adaUh mineral bukan fogam dan
batuan sebaga^mana dimaksud di dalam peraturan perundang-unoangan
di bidang mineral dan Dalub&ra

22 Pajak Parkir adafah pajak alas penyelenqgaraan lemoal park!? di luar
badan jalan. baik yang disediakan berkaimn dengan pokok usaha maupun
yang disediakan sebagai suatu usaha. lermnsvk penyediaan lempat
pemlipan kendaraan bermotor

< 3 Parkir adaiah keadaan iidak bergerak sualu kendaraan yang tidak bersifal
semeniara

2d Paiak Air T<rnah adaiah pajak alas oengamoiian dan/atau pemsnfaalan air

tanah
25 Air Tanah adaiah air yang terdapoi dalam lapisan tanah aiau batuan

dibawah permukaan tanah
26 Subjek Paiak adaiah orang pritxidi atau Badan yanc dapai dikenakan

Pajak
27 Wajib Pajak acalah orang pnbadi atau Badan. meliputi pembayar pajak.

pemotong pajak dan pcmungut pajak. yony mempunyai bak dan
kewajiban perpajakan sesuai degan ke'entuan peraiuran perundang-
undangan perpajakan daerah

28 Masa Paiak adaiah jangka waku* 1 (salu) bulan kal^nder aiau jangka
waktu lam yang dialur dengan Peraiur3f Kepala Daerah paling lama 3
(iiga) buian kalcnder . yang menjadi dosar bag* Wajib Pajak untuk
rnengbMung, menyetor dan melaporkan pa ak yang 'erulang

79 Tahun Pajak adaiah jangka wakiu yang lamanya 1 (sa>u) tahun kalender
kecuak biia Wajib Pajak menggrnakan lahun buku yang tidak sama
dengan lahun kalender

30 Pajak yang terutang adalaK pajak yang ha.rus dibayar padu $ua'u saat.
daiam Masa Pajak. daiam Tahun Pajak . atau dalam Bagian Tahun Pajak
sesuai dengan keteniuan peraturan perunrlang-undangan perprjakan
Daeran

31 Pemunguian adaiah suatu rangkaran kegiatan mulai dan oenghimpunan
daia objek oan sub|ek pajak atau reinbus' penenluan besarnya pajak
atau retribusi yang terutang sampai kegiaian penagihan pajak atau

reinbusi kepada Wajib Paia* sena pengawasan penyetorannya
32 Self Assesmem adaiah W3|ib pajak menghitLi.ig. -nemperhitungkan.

melaporkan dan rnenyelcr |ur-.i?ah pajak yang teruiang
33 Official Assesment adaiah Pajak yang lerutang ditelapkan oleh pejabat

pajak berdasarkan objek pajak yang Oiterims. dimiliki. atau dmanfaaikan
oleh wajib pajak

34 Sural Pemberitahu3n Pajak Daerah. yang selanjutnya disingkal SPTPD.
adaiah sural yang oleh Wajib Pajak digunakan unluk melaporkan
penghitungan dan/aiau pembayaran paiak. Objek Pajak dan/at^u bukan
Objek Pajak. dan/atau harta dan kewajitan sesuai dengan keteniuan
peraturan perundang- undangan perpajakan daerah

35 Surat Setorar Pajak Daerah. yang setanjutnya dismgkai SSPD, adaiah
bukii pembayaran aiau penyetoran pajak yang telah dii3kukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lam ke kas
daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kcpala Daerah

36 Surat Ketetapan Paiak Daerah, yang selanjutnya disingkal SKPD. adaiah
sural kptetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak
yang lerutanc .

37 Sural Ketetapan Paiak Daerah Kurang Bayir. yang selanjulnya disingkat
SKPDKB. adaiah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya
jumlah pokok pajak jumlah kredit pajak, ju/rlah kekurangan pembayaran
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pokok pajiik. besamya sanksi adminislratil. dan jirmfah pajak yang masih
harus dibayai

38 Sural Keietapan Pajak Daerah Kurang Oayar Tambahan. yang
saJr-n^inya Jismgkal SKPUKBT, 30alah sural keietapan pajok yang
rreneniukan tambahon alas jumiah pajak yang lelah dilelapkan

39 Surat Keietapan Pajak Daerah Nihil yang sehnjulnya disingkut SKPrjN.
adalah sural kolelapan pajak yang muncnlukan jumlah pofcok pajast iwima
besarnva dengan jumlah kreiiil pajak oiou parak udak tarutang dan n-jak
ada kiedu pajak

40 Sural Keietapan Pajak Dae( ah lebn Bayai. yang selanjuinya disirtgkal
SKPDLB adalah surat keisiapan paj;)k yang meneniukau juinliih
kefebihan pembayaran pajak karena jumlah kredrl pajak lebih hcsar
danpada pajak yang teruiang itau seharusnya Irclak lerutang

A ) Sural Tagihan Pajak Daerah, yang selanjuUiya dismgkat STPD. adalah
surat uniuk merakukan lagthan paiak dan/aiau sanksi adminisirabF berupa
bunga dan/aiau denda

42 Sura! Keputusan Pembetufan actetah surat keputusan yang membeiuikan
kesalahan lufis. kesalahan hitung tJan/aiau kekefiruan dalam pcnerapan
keionluan ledenlu dr'fam ponujran puiundang-undangan perpajakan
daerah yang lerdapat cfalam Surgf Pembeniahuan Pajak Terulang. Sural
Keietapan Pajak Daerah. Surat Keietapan Pajak Overall Kurang ft3yor.
Surnt Keielapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambshan, Sural Keietapan
Pa ak Daerah Nihil. Sural Keteiapan Pajak Daerah Lebih Bayar. Surnt
Tagihan Pajak Daerah Surat Kepulusan Pemhetulan. alau Sural
Keputusan Keberaton

43 Surat Kepulusan Keberaian jrlalnh sural kepulusan atas keberaian
terhadap Surat Pembentahuan Pejjk Terulang Sural Ketelapan Pajal-
Daeran. Surat Keietapan Pajak Daerah Kurang Bayar Surat Keietapan
Pajak Daerah Kurang Bayar i amhahan Surat Kelelapan Pajak Daerah
Nihil. Sural Keietapan Paiak Daerah Lebih 8ayar atau terhadap
pemolongan atau pemunguiar oleh prhak ketiga yang drejukan oleh W^b
Pajak

44 Pulusan Banding adafah putusan t -adai nerariiLan pajak alas banding
te hadar Sural Keputusan Keberaian yang diajukan nleh Wajib Pajak

4 b Pernbukuan adalah sualu proses peocatalan yang dilakukan ser.ara
teratLr uniuk mengumpulksn data dan mlormasi keuangan yang mefipul'haaa, kewajiban. modal, penghasilan dan biaya. sens jumlah harqa
perolelian dan penyerahan bafang alau jasa. yang dilutup dengau
menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan faba tup- uniuk
periode Tahun Pajak ier$ebut

46, Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengoiah
dala . keierangan. dan/atau bukii yang ditaksanakan secara obieMil dan
provisional berdasarkan sualu slandar pemenksaan uniuk mengun
kepaiuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan ruirituM
dan/alau lujuan l̂ m dalam rangka melaksanakan keieniuan peratumn
peiondang-undsngan perpajakan daerah

47 , F- enyidikan tindak pidana 6i bidang perpajakan daerah adal.jh
serangka»an imdakan yang dilakukan gleh Penytdik uniuk mencan serM
menyumputkan bukii yang dengan bukti itu mambuat terang tindak pidar^.i
d< bidang perpajakan daerah yang lerjadi sena menernukan
tersangkanya

S -



8AB II
PAJAK DAERAH

Bagran Kcsaiu
Jenis Pajak Daerah

Pasal 2
Jems Pajak Daerah yang dimaksud dalam PeraiLran Daerah mi adalah
a Pajak Hotel,
b Pajak Restoran,

c Pajak Hiburan,
d Pajak Rekiame.
e Pajak Pene'angan Jatan.
f Pajak Mineral 8ukan Logam dan Batuan.
q Pajak Parkir.
h Paiak Air Tar.ah.

Dagian Kedua
Pajak Hotel

Pasul 3
Dengan nama Pajak Hotel dipungut Pajak alas pefeyanan yang
disediakan oleh Hotel
Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan
pembayaran. lermasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang
sifatnya membenkan kemudaban dan keoyamanan termasuk tasiiiias
otahraga dan hiburan
Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayal (?) adalah fas'Hlas
telepon faksimile. teleks internet fotokopi. pelayanan cuci. seteriks.
transporlasi dan fasiktas sejenis lamnya yang disediakan atau diketoia
Hotel
Tidak lermasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud paoa ayat ( 2)

adalah

0>
(? )

<3>

(* )

Jasa tempai tinggai asrgma yang diselenggarakan oleh Pemennigh

atau Pemermtah Oaeran
Jasa sewa spademen kondomimum pan sejemsnya.
Jasa tempat tmggal G< pusal pendidifcan atau kegiatan keagamaan.
Jasa tempat tmggal di rumah sakn. asrama perawat. panti jompo.
pant' asunan. dan panti sosiel lamnya yang sejems. dan
Jasa biro perjalanan atau perjatanan wisaia yang diselenggarakan
oieh Hole1 yang dapat d.manfaaikan oleh umum

a

b
c
d

e

P^S 3t 4
Subjek Pajak Hotel adalah orang pnbadi atau Badan yang melakukan
pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan
Hotel
Wapb Pajak Hotel adalah orang pnbadi atau Badan yang mengusahakan
Hotel

i1>

< 2 )

Pasal 5
Oasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang
seharusnya dibayar kepada Hotel

Pasal 6

Taril Pajak Hoiei adalah sebesar t0% fscpuluh persen)

Q •



Pasal 7
|l ) Besaran pokok Pajak Hotel ,.;ng leujlang dihilung dengan IUII.I

mengalikan (aril sebagaimena dimyksud dalam Pasal 6 dengan rtasar
pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

(2) Pajak Hole! yang lerulang dtpungul di Wilayah Kabupaien Scjmosn

Bagian Kchga
Pajak Restoran

Pasal 8
( 1 ) Oengan nama Pajak Restoian dipungut Pajak alas pelayanan yang

lersedia oleh Resloran
( 2) Objek Pajak Resloran adalah pelayanan yang disediakan oleh Resloran
(3) Pelayanan yang disediakan Resloran sebagaimana dimaksud pada ayal

(2) melipuli pelayanan penjualan makanan dan/aiau minuman yang
dikonsumsi oleh pembek. baik dikonsumsi di lempal pelayanan maupun
ditempai lain.

(a ) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagarmana dimaksud pada ayai

(2) adalah pelayanan yang disediakan oleh Resloran yang mini
penjualannya tidak melebihi Rp 3 000 000.- - Riga /ula rupiah ) setiap

bulan

Pasal 9
( 1) Subiek Pajak Restbran adalah orang pribadi alau Badan yang membeii

makanan dan/alau minuman dan Restoran
(2) Wayb Pa|ak Resloran adalah orang pribad alau 8adan yang

mengusahakan Restoran

Pasal 10
Oasa< pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang ditenma
alau yang senarusnya ditenma Restoran

Pasal 11
Tanl Pajak Resloran ditetapkan sebesar 10% { sepuluh oersen)

Pasal 12
( 1) Besaran pokok Pajak Resloran yang terulang d'hilung dengan earn

niengalikan lanl sebagaimana dimaksud dalam Pasal tl dengan das . i

pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal to
( 2) Pajak Reslo'an yang teiulang dtpungul di wilayah Kabuoalen Samosir

Bagian Kecmpat
Pajak Hlburan

* Pasal 13
( t ) Dengan n3ma Pajak Hiburan dipungul Pajak alas penyetenggam

Hiborai
( 2) Objek Pajak Hiburan adalah jasa peoyelenggaraan Hiburan dengan

dipungut bayaron
(3 ) Hiburan sebagaimana dimaksud pada eyat (2) adalah

a. Tonlona.i lilm,

b Pagetaran kesenian. musik . lari, dan/alau busana.
c Ko«les kecantikan. binarapa , dan i.ejemsnya.



Pameran,

D.sKolik , karaoke. klab malam, dan sejemsnya.
Sirkus. akrobat ctan sulap.
Permainan Cniyat . goff. dan boimg,

Pacuan kuda. kendaraan bermotor. dan permainan kelanghasarv
Panti pij; refieksi. mandi uap/spa dan ousa! kebugaran (fitness
cenler), dan
Pertandmgan olanraga
Hiburan keseman rakyaidrariisior.al

d
e
f
g
h

k

Pasal is
Subjek Paiak Hiburan adalah orang pubadi aiau Badan yang memkmaii
Hiburan
Wajib Paiak Hiburan adaiab orang pnbadt alau Badan yang
menyelenggarakan Hiburan

( ')

(2)

15
Dasar pengeruian Ptijak Hiburan adalah jutnlah uang yang ditenma aou
yang seharumya dilemma oleh penyelenggara Hiburan
Jumlah uang yang seharusnya ditenma sebagnimana dimaksud pada
ayat ( 1) lermasuk potonga« harga dan liket cuma-cuma yang dibenkan
kppada penenma jasa Hiburan

;i)

(?)

Pasai »6
Taril Paiak untuk sebap Jems Hiburan adalah
a Tontonan film cengan menggunakan gedung dilelapkan sebesar ?o%

(dua puluh persen)

b Tonlpnan Mm dengai uc<V- n enggimakan gedung dilelapkan sebesar
10% (sepuluh person)

c Pagelaran keseman musik lan danlat IU busuna diletapkan sebesar
10% (sepuluh persen)

d Konles kecanttkan, binaraga dan seiemsnya diletrpkan sebesar U%
sep.ilun persem

e Pameran diletapkan sebesar 10% (sepuluh persen)
Qiskohk , karaoke kiab matam dan sejemsnya diletapkan sebasa' 25 %

<dua puluh lima persen)
g Sirkus akrobat , dan suiap diletapkan sebesar 10% (sepuluh persen),

h Permainan bilyar , goir dan boline dilelapkan sebesar 20% (dua puluh
persen),

Pacuan kuda, kendaraan bermolor. dan permainan kelangxasan
dilelapkan sebesar 20% (dua puluh persen),

Panli pi|al, refleksi, mandi japlspa, dan pusal kebugaran { fitness center)
dilelapkan sebesar 20% (dua puluh persen);

k Pertandmgan olahraga dilelapkan sebesai 10% (sepuluh persen),
Pageiaran keseman rakyat/tradisional dilelapkan sebesar 5 % (lima
persen)

f

I

J

I

Pasai 17
(1) Besaran pokok Paj^k Hjbcjran yang terutang dihitung dengan cara

mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasai 16 dengan dasar
pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasai 15

(2) Paiak Hiburan yang terutang dipungul di Wiiayah Kabupaten Sarrosir



Sagian Kelima
Pajak Reklame

Pasal 18
Dengan nama Pajak Reklame d'pungul Pajak alas penyelonggaraan
Reklame.
Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame
Objek Pajak sebagaimans dimaksud pada ayal (2) melipuli:
a Reklame papan/btllboard/vidaolron/megalron dan sejenisnyn ,

b Reklame kam.
c Reklame melekal. sliker.
d Reklame selebaran:
e Reklame berjalan. lermasuk pada kendaraan,

1 Reklame udara:
g Reklai re apung.
h Reklame suara.
i Reklame lilm/slide; dan
j Reklame peragaan
Tidak lermasuk sebagai pbjek Pajak Reklame adalah
a Penyelenggaraan Reklame melalui iniernel. lelevisi, radio, warla

hanan. warla mmgguan, warla bulanan dan sejenisnya;
b Label/merek prodok yang melekal pada barang yang

Jiperdagangkan, yang berfungsi uniuk membedakan dan produk
sejenis lamnya,

c Nama nengenal usaha alau prolesi yang d'pasang melekal pada
pangun,in Jempal usaha alau profesc diselenggarakan sesuai
dengan kelentuan yang mengalur nama pengenal usaha man
prolesi tersebul, dan

d Reklame uang diselenggarakan oleh Pemermlan alau Perriermiali
Daerali

(')

( 2)
< 3>

W

Pasal 19
Subjek Pajak Reklame aoa'iih tuang pnbad alau Badai' y;• •""i
menggunak an Reklariie
Wa|ib Pajak Reklame adalr.h nc.ny ( unaiii .ii.au Darla" * " i

menyelenggarakan Reklame
Dalam hat Reklame diselenggauakon sendm secara langsong oMi erimu
pribadi alau Baclan. l/Vajib Pajak Rename adaUh omg pribad- .v >

Badan lei sebui
Dalam hal Reklame diselenggarakan miiialui pibak keiiga , pihak keliga

lersebul menjadi Wuiib Pajak Reklnmu

0)

( 2)

(3)

j
(« >

1
Pasal 70

Dasar pengunaan Pajak Reklame adalah Nila, Sewa Reklame
Dalam hal Reklame diselenggarakpn blob pihak keiiga . Nilai Sew.i
Reklame sebagaimana dirnaksud pada ayal ( II dilelapkan berdasarkan
nilai knmrak Reklame
Dala.il hal Reklame dr.elengynrakan sendm. Nila' Sewa Reklame
sobagmmana dimaksud pada ayal ( I ) dlhilung dengan menjperhalikun
(aklor jenis. bahan yarg dig.inakan, lokasi penempalan, wpkio. jangka
waklu penyelenggaraan. jumlali. dan ukuran media Reklame
Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dmiakr-ud pads ayal (2)

tidak diketahui dan/alau dianggap lidali wajar Nilai Sewa Reklame

0)
( 2)

»

( 3)

M)

\
3.



duetapkan dengan menggunakan factor - taktor set>agaim3na dimaksud
pads ays! (3)

(5) Cara perhilungan NJai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) diletapkan sebagai benkui Jems Reklame X Jumfah Reklame X
Indeks Lokasi X Ukuran Media Reklame X Jangka Waklu
Penyelenggaraan X Besar Tanl Jems Reklame

((5) Hasil perh»tungan Nilai Sewa Reklame sebagarmsna dimaksud pads ayai
(5) diletapkan dengan Peraluran Kenala Dnarah

Pasal 21
Tar>f Pajak Reklame dnetepkan sebesar 20 % (dua puluh persen)

Pasar 22
( 1> Besaran pokok Pajak Reklame yang lerutang dihilung dengan cara

mengahkan larif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dengan dasa*'

pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
( 2} Paiak Reklame yang lerulang dipungul di wilayah Kabuoalen Samo-ir

Bagian Kccnam
Pajak Penerangan Jalan

Pasal 23
{ i ) Dengan nama Pajak Penerangan jalan dmungul D3j3k alas penggunaan

lenaga listrik , baik yang dihasilkan s ^ndin matpun diperoleb dan sumber
lam

( 2) Objek Pajak Penerangan Jalan ada-ah penggunaan lenaga lislnk. bark
yang d»hosilkan sendm maupun yang diperoleh dan sumber lain

(3) Lislnk yang dihasilkan sendrri sebaparmana dimaksLd pada ayai ( 2)

melipuli seluruh pembongM lislnk
{ <3 ) Dikecuahkan dan ohjek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud

pada ayat ( 2) adaiah
a Penggunaan lenaga lislnk oleh msiansi Pemcnniah don Pemenniah

Daerab
D Penggunaan lenaga lislnk pada lempai-ter ipat yang digunakan oleh

kedulaan. konsulat dan perwakilan asmg dengan asas Lmbal balik.
dan

c Penggtrnaan lenaga iis'nk yang dihasilkan sendiri t jngan kapasiias
tedeniu yang tidak memerlukan izm dan mstansi tekms lerkail;

Pasal 2 J

( 1) Subiek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pnbadi aiau Badan yang
dapai menggunakan lenaga lislnk

(2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pnbadi alsu Badan yang
menggunakan lenaga lislnk

Hi Dalam ha( lenaga lislnk disediakan oleh sumber lam. Wajib Pajak
Penerangan Jalan adaiah penyedia tenaga lisirik

Pasal 25
( 1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adaiah Nilai Jual Tenaga

Lislnk
(2) Nilai Jual Tenaga Lislnk sebagaimana dimaksud pada ayai 0)

diletapkan
r i Dalam hal lenaga listrik terasal dari sumber lain dengan

pembavaran. Nilai Jual Tenacja Lislnk adaiah jumlah lagihan biaya

\ o



W'

beban/lPlap dilambah denyan brays pemakgian kWh/vanabel yang
dilagihkan dalam rekening lislrik;

b Oalam nai lenaga (islnk dihasilkan sendtri. Nrlai Jual Tonaga Lislnk
dihilung bordasarkan kapasilss lersed.a nngkal penggunann lisink,
langka v/aklu pemakaian lislrik , dan barge saiuan lisirik yang berlaliu
di wilayah Daerah yang bnrsangkuisn

Pasal 2G
Tarrt Paiak Penerangan Jalan ditelapkan sebesar 10% (sepulub person)
Penggunaan lenaga lislnk dan sumPai lam oleh indusln. pertambangan
minyak bumi dan g;s elarn lan( Pajak Penerangan Jalan ditelapkan
sebesar 3% (liga persen)
Penggunaan lenaga lislrik yang drbasilkan seridiri. lard Paj.ik
Penerangan Jalan dilelapkan sebesar 1.5% (salu koina lima persen)

(1)
(2)

(3)

Pasal 27
Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang lerulang dihilung dengan
cata mengalikan lanl sebagaimana drmaksud dalam Pasal 26 dengan
d.isar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
Paiak Penerangan Jalan yang lerulang clipungul di wilayah Kabupaien
Samosir.
Basil penenmaan Pajak Penemngan Jalan sebagian dialokasikan uniuk
penyediaan penerangan jalan

ft )

(2)

(3)

8a{j »3n Ketujuh
Pajak Mineral Bukan Logam dan Oaluan

Pasal 28
Oengan riarna Pgjak Mineral BUXMM Logam dsn Bafuan dipjngirj P;JM >

3tas kegisian pengambjlan mineral bukan tog.im rtan batuan
Objt ; P.'ijak Mineral Bukan Loyarr o«»n 0.' uao adalab k^u^Li'
peogambilan Mineral pi /k^ n Logarn dan Baii /ao Y -'IMCJ melipub
a asbos.
b balu tui's
c bain seiengah cwmala.
d batu *apur
e biluapung.

bslu permara
g bentnmi.
h. dOlOTiii

feldspar .
garsm baiir (baMe).

k grai'u.
gramt/ondesiir

m gips .
n kslsrt.
o. kaolin,
p teusiL
q magnesil

mika,
s marmer.
i. nttral;

u opsidien;
v oker.

[ h

a)

\

j

i

r

H



w pasir dan kerikil.
y pasir kuaisa,

y periii.
Z phospat.
aa talk.
bp lanah serap (lullers earth),
cc lanah dialome.
dd lanah liat.
ce lawas (alum),
ff Iras.
99 yarosif.
hh zeolit
ii basal.
U . trakkit . dan
kk Mineial Bukan Logam dan Batu3n lainnya sesuai dengan ketenluan

peraturan peiundang-undangan
Dikecualikan dari objek Pajak Mine,al Bukan Logam dan Baluan
sebagaimana dimaksud pada ayal (2) adalah
a kegialan pengambiian Mineral Bui.an Logam dan Baluan yang

nyala-nyata lidak dimanfaalkan seca'a komersial. seperti kegialan
pengambiian lanah uniuk keperlnan rumah langga. pemancangan
liang lis'.rik/telepon penanaman kabel lisink/lelepon, penanaman
pipa air/gas. dan

b kegialan pengambiian Mineial Bukan L .gam dan Baluan yang
merupakan ikutan dan kegialan oertamb.. .gan lamnya, yang lidak
dimanlaatkan secara komersial

i3)

Pas31 29
Subjek Pajak Mineral Bukan logam dan Ba1u3n adalah orang prtbadi

atau Badan yang dapai menciambi! Mineral Bukan logam dan Baluan
Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Baluan adalah crang pobadi atau
Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Baluan

< n
a)

Pasal 30
Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nila:

Jual Hasil Pengambiian Mmergl Bukan Logam dan Baluan
Nilai |ual sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dihitung dengan
mengalikan volume/ionase hasi) pengambiian dengan nitai pasar atau
harga siandar masmg- masmg jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan
Nila> pasar sebagaimana dimaksud pada ayal (2) adalah harga raia-rsta
yang beriaku di lokasi selempai di wilayah daerah yang bersangkulan
Dalam hal nilai pasar dan has>i prociuksi Mineral Bukan Logam dan
Baluan sebagaimana dimaksud pada ayat {3) sulii diperoleh, digunakan
harga slandar yang ditetapkan oloh Inslansi yang berwenang dalam
bidang penambang3n Mineral Bukan Logam dan Baluan

i • )

•;2'
( 3|

(* •

Pasal 3i
Tanl Pajak Mineral 8ukan Logam dan Gain in ditelapl an setesai 20% (dua
puluh persen)

Pasal 32
( '. . Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Baluan yang lerulang

dihilung dengan cara mengakkan ian( pajak sebagaimana dimaksud



(ialam Pasal 3 t dengan dasar pengenaan p«)[<iK sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30

{? } Pajak Mineral Oukan Logant dan Balkan yang teruiang dtpungui di
wilayah Kabupaien Samosir .

Sagian Kcdeiapan
Pajak Parkir

Pasal 33

M) Dengnn nama Pzi|ak Pgrkir dipungut Pajak alas penyelenggaraan lernpat

parkir < ji tuar badan jalan. baik yang d<sed<akan bcrkaiian dengan pokok
u:;aha maupun yang disediakan sebagai sualu usaha. termasuk
penyediaan lempal pemlipan kendaraan berrnotor

(2) Objek Pajak Parkir adalah oenyelenggaraan lempai Parkir d< tuar badan
jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang
disediakan sebagai sualu usaha. lermasuk penyediaan lempai pernhpan
kendaraan berrnotor f

(3) Tidak lermasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayot ( 2)

adalah
a Penyelenggaraan lempal Parkir ofeh Pemenniah dan Pemenntan

Oaerah,
b Penyelenggo- aan lempal Park^ oleh perkantoran yang hanya

digunakan uniuk karyawannya sendiri, dan
C Penyelenggaraan lempal Parkir oleh kecsuiaan, konsul.iJ dan

perwakrian negara asmg dengan asas limbal bahk,

RasaJ 34
p } Subjek Pajak Parkir adalan orang pnbad' alau Badan yang mciaknv.m

park ** kpndsfaan berrnotor
{ 2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pnbadi aiau Badan yang

menyelenggarakan lempal Parkir

Pasal 35
( 1) Dasar pengenaan Paiak Parkir adalah jumlah pembayaran atau y.irg

seharusnya dibayar kepada penyeienggara lempai Parkir
(2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat \ ij

lermasuk polongan harga Parkir dan Parkjf cuma -cuma yang diberikan
keoada penerima jasa Parkir

Pasal 36
Tarif Pajak Parkir biieiapkan sebesar 20 % (dua puluh persen)

Pasal 37
( 1) Besaran pokok Pajak Parkir yang leiuiang dihiiung dengan eara

mergalikan larif sebagaimana dimaksud dafam Pasal 36 dengan daso*
pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dolam Pasal 35.

(2 ) Pajak Parkn yang lerulang dipungul 0' wilayah Kabupaien Samosir

Bagian Kesembllan
Pajak Air Tanah

Pasal 38
( 1 } Dengan nama Pajak Air Tanah dipungul Pajak otas pengsmbilan

dan/atciu pemanfsaian air tanah.

13 .



( ?) Objek Pa/ak Air Tanah aJa/a/i pengambrlan dan/atatr pemanlaaian air
tanah

(J) Dikecuatikan don objck Pajak An Tanah odalah Pengsmbnan dun/atau
pemanfaatan a> r tanah uniuk keperluan dasar fumah langga. penQdiran
pertaman dan perikanan rakyat. sens penbadaian.

Posal 39
( 1 ) Sudjek PBJSK Air Tanah adalah prang pnback atari Badan yang

meiakukan pengambilan dan/atau pemarTaatan air lonah
{2 ) Wajib Pajak Air Tanah adalah prang pnbadi olau Badan yang meiakukan

pengambilan dan/aiau pemanfaaian air lanah

PassI 40
{ ) ) Dasar pengenaon Pajak Air Tanah adalah Nilar Perolehan Air Tanah
( 2) Nif3i perofchan air tanah sebagaimana Oimaksud pada ayai (1)

dmyatakan dalam rupiah yang dihitung uengan mempenirnbangkan
sebagian atau seluruh faklpr - faVtor berikut
a Jems sumber arr
b Lokasi sumber air
c Tujuan pengambilan dan/aiati pemanfaatan au,

d Volume 3ir yang diambil dan/atau dimanfaalkan:
e Kualitas air . dan
f Tingkat kerusakoo lirgkungan yang diakibaJran oleh pengambilan

dan/atau pemanfaatan arr

Pasal 4 \
Taut pa..ak /Vr Tanah ditetopkan sebesar 10 % ( sepuluh persen)

Pasai 42
{ vf Besaran pokok Pajak Air Tanah yang r0nrUing dihitung dengan cara

mengalikan tariC sebagaimana durtaksud pada Pasal 4 1 dengan dasar
pengenaan pajak sebagaimana drmaksud padn pasul 40

f ? j Pajak An Tanah yang teruiong dipungut d< wilayph Kabupaten Samnsu

Pasal 43
Masa pajak uniuk pajak hold, pajak restoran. pajnk bibura i. pajak
penerangan jalan pajak mineral bukan logam dan batuan. dan pajak parkir
adalab 1 (satu) bulan takv/im

BAB ill
PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kcsalu
Pcnelspan

Pasal 44
( 1) Penelapan besaran pajak daerah lerjtang dapat dilaksanakan dengan

cara ditetapkan Kepala Daerah atau dioayar sendio ofnh wajib pajak,

( 2) Pemunguian Pajak daerah sebagaimana dimaksird pada ayai [ ) )
dilarang diborongkan

W
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Pasal 45
Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajanannya berdasarkan
keieiapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan SKPO alau

dokumen tain yang dipersamakon.

Dokumen lam yang dipersamakan sebagarmana Oimaksud pada ayal (?)

berupa karcis dan nota perhitungan
Jems Paiak Daerah yang dipungul berdasarkan dilelapkan Kepata
Daerah adatah.
a, Pajak Rektame:
b. Paiak Air Tanah

( t)

(2)

(3)

Pasal 46
Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri oleh wa|ib

pajak dibayar dengan menggunakan SPTFO. SKPOK8 , dan/aiau

SKPUKBT
Jenis Paiak Daerah yang dipungul berdasarkan dibayar sendm oinh

wajib pajak adatah
a. Pajak Hole)

b Pajak Resloran.
j Pajak Hiburan .

d Pajak Penerangan Jalan.
e Pajak Mineral Bukan logam dan Baiuan, dan
t °ajak Parkir

( t )

( 2)

Pasal 47
(1) Dalam jangk; wakiu 5 (Iim3) lahun sesudah seat teruiangnya pa|al

Kepata Daerah daoal menarbilkan
a SKPOK0 dalam hal

1 Jik -i berdasarkan hasil aemeriksaan atau keierangan lam. pnjiik

yang let 'itang wink alau kura- ig dibayar ,

2 Jika SPrPC) Imak disampaikari kepada Kepatti Daerah dalam
langka wakiu terlenlu dan setelah ditegur senaro lerlulis tidal
disampaikan pada wakunya sebagaimana dilentukari aalari

surat leguran
3 Jika kewaiihiVi mengi'a SPtPD l»Jak 'hpunijhi pajak I'lV'i

lerulang dihitrmg secara jabalan

b SKPDK8 T jika dnemukan (lain baru dan/aiau data yang scimitu

bekim leiungkap yang menyebabkait petipmbahan jumiah paint

y?r g lerulang
c SKPON jika |nmlan pajtk yang lerutang sama brrsarnya dengan

jumiah kred' t paiak alau pajak lidak terutany dan hdak ada kiedit

pajak
(?) Jurnlah kukurangan pajak yang terutanrj omarri 8KPDK8 sebagaimana

dimaksud pada ayal ( 11 huruf a angka 1 dan nngka 2 dikenakan sank - ,
adminisltalil berupj bunja setoiai 2% '.dun pmsen) sebulan dihilunri
dari pajak y3ng kurang atou lerlambal dibayar unluk jangka wakiu paling

lama ?4 (dua puluh empai) bulsn diddling srijak saai letulangnyo pajak

(3) Jumlal kekorangan pajak yang lerulang dalain SKPDK8T sebagannana

ctimaksud pada ayal (i) huruf b dikenakan sanksi admimsiralil berupa

kenaikan sebesar 100% (seralus petsen) dan jumiah kekurangan r >3jiik
Iprsnbul

(4) Kenailtnn sebagaimnna dimaksuo jun.la ayal (3) hdak dikenakan |ik .
Wajib Pajak melaporkari sendiri sebulum dilakukan lindakan
pemenksaan

i

ir.



Jumlah pa/ak yang terutang dalam SKP0K8 sebagmmana dimaksid
pada ayai ( 1) huruf a angka 3 dikenakon sonksi administrate bempa
kenaikan seoesar 25% {dua puhih lima person ) dan pokok pajak
ditambah sankst administrate berupa bunga sebesar 2% (dua persen)
sebulan dihitung dan pajak yang kurang alau terfambat dibayar untuk
jangka wakiu paling lams 24 (dua puluh enpat) bolan dihiiung sejak saa«
lerufangnya pajak

Pasal 48
Ketentuan lebih lanjul mengenai tat * cara pemunguian Pajak Daerah
diatur dengan Peratuon Kepaia Oaerah

Pasal 49
Tata cara penerbilan 5KPD aiau dokumen lam yang dipersamakan.
SPTPD. SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimanj dimaksud dalam Pasal
45 ayai (ij dan Pasal 46 ayai n> dto .ur c’enoan Peraiuran Kepaia
Daerah
Keleniuan ) jbih lanjuf mengenai tala cara pengisian dan penyampaian

SKPD atau dokumen lain ypng diporsamakan, SPTPD. SKPDKB. :Jan
SKPDKBT sebagaimana dimaksud oalam Pasal 45 ayai ( t ) dan Pasal 46
ayat ( 1) bialuc dengan Peraturan Kepaia Daerah

Sagian Kedua
Tata Cars Pembayaran dan Penagihan

Pasal 50
Kepaia Daerah menentukan langgal jaiuh ‘empo pembayarar dan
penyetoran paiak yang teru'.ang paling lama CO (tiga puiu.i) hari kerja
seteiah seat teruianqnya pajak
SKPD SKPDKB. SKPDKBT . STPD. Surat Kepulusan Perrbeiuian. Sural
Kepulusan Keberalan. dan Pulusan Banding, ynng menyebabkan jumlah
pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penacilian pajak
dan harus dilunasi dalam jangka waktu palmg )a -,na 1 tsatu) buten sejak
Janggal d'terbiikan
Kepaia Daerah alas permohonan Wajib P&iak seteiah memenurw
persyaralan yang ditentukan dapal membenkan perselujuan kepada
Waj'b Pajak untuk mengangsur aiau menunda pembayaran pajak
dengan dikenukan bunga sebesar 2% (dua porsen) sebulan
Ketentuan lebih laniut mengenai iaia cara pembayaran. penyeioran.
tempat pembayaran. angsur3n. dan penundaan pembayaran pajak diatur
dengan Peraluran Kepaia Daerah

Pasal 31
Pajak yang lerutang berdasarkan SKPD. SKPDKB, SKPDKBT. STPO.
Surat Kepulusan Pembelulan. Sural Kepulusan Keberalan dan Putusan
Banding yang tidak atau kurang dibayar olen Wajib Pajak pada wakiunya
dapat diiagth dengan Surat Paksa
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan
peraturan perundang-unaangan
Ketentuan lebih lanjul mengenai Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
diaiur dengan Per3luran Kepaia Daerah

) £> •



Pasal 52
( 1) Pembayaran dilakukan di Kas Oaernh alau lempal tain yang dilujuk oleh

Kepala Daerah sesuai waklu yang ditentukan dalam SKPD dan SPTPO
(2) Apabi’a pembayaran pajak dilakukan dilempat lain yang ditunjuk. hasii

ponarimaan pajak harus diseiorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya
I x 24 jam alau dalam waklu lain y.ing clilenlukan oleb Kepala Daerah

(3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud paria ayal ( 1) don (?i
dilakukan dengan menggunakan SSF'D

Pasal 53
( 1) Pembayaran dilakukan di Kas Oaecah alau lempal lain yang dilujuk plek

Kepala Daeiah sesuai waklu yang dilenlukan cJalam $KPPK|;
SKPOKBT dan STPD

( 2) Apobila pembayaran paiak dilakukan dneropal lam yang dnunjuk har.ii
penerimaan pajak haiur. disetorkan ke Kas Daerah selambal- lamhalnyu
t x 24 jam atau datarr waklu lain yang ditentukan oleh Kepala Daemi’

(3) Pen bayaian pajak sebagaimana dimaksud na<l;i aysi (1) dan (?i

dilakukan dengan menggunakan SSP( >

Bagian Aetiga
Sural Tagihan Pajak

Pasal 54
( 1) Kena a Daerah dapal menerbilkao STPC1 jika

a Paiak dalurn taliun neijal.m lidak alau Kurang dibayar danfnlau
b Dari hasii penehhan SPIP1) iprdapal keliurangan pembay.rrju

sebagai akibal salad lutes dan/ah n -.alafi rilunn dan/niau
c Wajib Pajak dikenakan sanksi ailittimsiralil beiujia bunga dan/alau

aenda
(2) Jumlah kekyiangan pajak yang teruiang dalam SIPD sebagaiman'.

dimaksud pada ay3l (ij hurul a dan Imruf b dilambah dengan sank s'
odmimsnalif berupa bunga seoesv 2% (dua persenj seiiap bulan gnlnk

patmg lama >5 (lima betas) bulan sejak saal terutangnya pajak
(3) SKPD yang hdak alau kurang dibayar selelnh jaluh lempd pembayarai.

dikeivkan sanksi admimsirahf betupa bunga sebesar 2% (dua pe'sen-
sebulan dan diiagih ne.aiui STPD

Bagian Keempat
Kadaluwarsa Penagihan

Pa_g3l 55
(1) Hak unluk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa seieiab

melampoui waklu 5 (lima) lahun lerhitung sajak saal lerulangnya Pajak
kecua!i apabna Wajib Pajak melakukan undak pidana di bidang
perpajakan daerah

(2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayal ( 0
lor angguh apabila
a Dilerbilkan Sural Teguran Cantatau Suial Paksa , alau
b. Ada pengakuan ulang pajak dari Wajib Pajak. baik langsung maupun

lidak langsung
(3) Dalam bal diterbiikannya sural leguran dan’alou sural paksa

sebagaimana dimaksud pada ayal (2) burul a. kedaluwarsa penagihan
dihitung sejak tanggal penyampaian sural paksa lersebut.



(4 ) Pengakuan ulang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada
aya! (2) huruf b adalah Wapb Pajak dengan kesadarannya menyalakan
masib ntempunyai ulang Pajak rt3n belum melunarmya kepada
Pemenniah Daerah

( £ ) Pengakuan ulang secara bdak langsung sebagaimana dimaksud p3da
ayat (2) huruf b dapal d'kel3hu' dan pengajuan permohonan angsuran
aiau penundaan pembayaran dan permohonan kebefaian oleh Wajib
Pajak

Pasa. 56
( 1) Piulang Pajak yang lidak mungkm ditagih lagi earona hak uniuk

inelakukan penagrban sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan
(2) Kepala Daeiah menetapkan Kepulusan Penghapusan Piulang Pajak

yang sudah kedaluwarsa sebagaimana maksud pada ayai { if
(3) Tala cara penghapusan jaiulang Pajak yang sudah kedaluwarsa diaiui

dengan Peralurpn Kepala Oaeiah

Bagian Kelima
Keberalan, Banding dan Gugatan

Pasal 57
Mj Wa|ib Pajak d3pal mengajukan keberalan hanya kepada Kepala Daerah

atau pejabat yang dilunjuk alas sualvi
a SKPD.
p SKPOKB,

c SKPDKBT
d SKPDLB.
e SKPDN dan

Pemolongan aiau pemungu'.an oleh pihak keuga berdasarkan
kelpniuan peraluran perundang-undangan perpaiaknn daerah

( K e b e r3tan diajukan secara lertulis dalam bahasa Indonesia dengan
diseriai aiasa..-alasanyang jelas

3. Keberalan hprus d'aiukan dalam iangi- a wakiu paling lama 3 (liga) bulan
sejak langgal sural langgal pomotongan pr.au pemungutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), kecuak j'ko Wajib Pa|ak dapal menunjukkan
babwa iangka wakiu ilu ndak dapal dipenuhi karena keadaan di luar
kekuasaannya

(4 J Keberalan dapal diajukan apabila Wajib Pajak [elan membayar paling
sedikil sejumlah yang lelah disetujui Wajib Pajak

(5 j Keberalan yang lidak memenuhi persyaralan sebagaimana dimaksud
pada ayal (1) ayai (2). ayat (3) dan 3yal (4) lidak dianggap sebagai
Sural Keberalan sehingga tidok dipertimbangkan

(6) Tanda penerimaan sural keberalan yang drberikan oleh Kepala Daerah
atau pejabai yang dilunpik atau landa penginman sural keberalan
melalui sural pos tercalat sebagai landa bukti penerimaan sural
keberalan

I

Piisa! 58
( 1) Kepala Daerah dalam iangka wakiu paimg lama 12 (dva belas) bulan.

sejak langgal Surat Keberalan cfiterima. harus memberi kepulusan alas
keberalan yang diajukan

(21 Kepulusan Kepala Daerah alas kebcro‘an dapal berupj mener.ma
5eluruhnya aiau sebagian menoiak. aiau mcnambah besarnya pajak
yang leruU.ng

18.
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(3) Apabila jancka waktu sebagaimana dimaksud pada ayal (I) lelah Icwal
dan Kepala Oaerah tidak member* sualu kepulusan. koberalan yang
diajukan leisebut dianggap dikabulkan

Pasal 53
11) Wajib Pajak dapal mencajukan |>s»rr<yhorian banding hanya kopa'in

Pengadilan Pajak lerhadap k«putu$an menganai koberatannya yanj
diteiapkan oleh Kepala Dacrah,

(2) Permohonan banding sebagm.neno Oimuksurs pada ayat ( 1 } aiaiuk.m
serara lurMis dalam bahasa Indones.a. dengan atasen yang jeios daln.n
jangka waklu 3 (liga) bulan sejak kepulusan diterima diiampin saiitvin
dan sural kepulusan koberalan lersebut

(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkgn kewnjiban membav'i'pajak samp^i dengan l (salu) bulan sejak langgal penerbitan Pulus-in
Banding

Pasal 60
(1) Jika pengajuan keberalan alau permohonan banding d^ahulkan

sebagian aiau setufuhnya. kelebthan pembayaran pajak dikembaNk/in

dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua person) sebubm
untuk paling lama 24 (dua puiuh empal) bulan

( 2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayai (l) dihiiung sei.iv
b ilan peluncsan sampai dengan dilerbilkannya SKPOL8

( 3) Oalam hal kebcraian Wajib Pajak ditotak alau dikabulkan sebagia^
Wajib Pajak dikenai sanks> adminisirauf berupa denda sebesar 50% (lima
puiuh persen) dan jumlah pajak berdasarkan kepulusan kebefabm
dikurangj dengan oajak yang lelah dibayar '•.•helum mengaiuk.ri
keberatan

i,4 ) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi
adnunisirani bcrupa dend3 sebesar 50% dims puiuh persem
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan

( 5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian. Wapb
Pajak dikenai sanksi admimsiralif berupa denda sebesar 100% (seraius
persen) dan jumlah pajak berdasarkan Pulusnn Banding dikuran'i-
dengan pembayaran paiak yang lelah riibayar sebdum mengaiuknn
keberaian

Pasal 61
( 1) Gjgaian diajukan secara leaulis datam Bahasa Indonesia kepaca

Pengadilan Pajak
(2 ) Jangka waklu unluk mengajukan gugatan lerhadap pelaksanaan

penagihan pajak adalah H (empat belas) hjn sejak langgal penagihan
(3) Jangka waklu unluk rnengajukan gugatan lerhedap Kepulusan lam selam

gugaian sebagaimana dimaksud pada ayal (2) adalah 30 <Uga puiuh) nari

^ejak dilenma Kepulusan yang digugal
(4) Jangka waklu dimaksud pada ayal (2) dan ayal (3) udak mengikai

ap3bt1a jangka waklu dimaksud lidak dapal dipenuhi karena keaadaan
diluar kekuasaan penggugal.

(5) Perpanjaogan jangka waklu sebagaimana dimaksud pada ayal (4)

adalah 14 (empal betas) hari terhilung sejak berakhunya keadaan diluar
kekuasaan penggugal

(6) Terhadap t (salu) j>elaksanaan penagihan alau \ (sslu) Kepulusan
diajukan 1 (satu) Sural Gugaian.

.
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Pasaf 62
Hal-nol lam yang berkartan dengan pelaksanaan keberatan. banding dan
augatan, sepanjang tidok dialur lam dalam Peraturan Oaerah mi riilaksanakan
sesuar dengan keientuan peraiuran perundangundangan

Bagian Kccnam
Pembetulan, Pcmbaialan, Pengurangan Kctctapan

dan Penghapusan atau Pcngurangan Sanksi Administrate

Pasal 63
( 1 ) Atas permohonan Wajib Paiak atou karena jabatannya. Kepala Daerah

dapai membetulkan SKPD SKPDK8. SKPOKBT atau STPD. SKPON
also SKPDL8 yang djiam penerbitannya terdapal kesalahan lulls
dan/atau kesalahan hiiung dan/atau kekel'fuan penerapan keteniuan
lerteniu dalam peraluran perundang-unclangan perpajakan daerah

( 2 ) Kepala Daergh dapat
a Mengurangkan alau menghapuskan sanksi administrate berupa

bunga denda. dan kenaikan pajak yang lerulang menurut peraturan
pe'undarg-undangan perpajakan daerah. dalam hai sanksi (ersebui
dikenakan karena keknilafan Wapb Pajak aiau bukan karena
kesalahgnnya,

b Mengurangkan ateu membaialkan SKPO, SKPOKB SKPDK8T ataw
S3 PD. SKPON atau SKPDIB yang lidak ner.gr

c Mengurangkan atau membatalkan StPQ
d Membatalkan hasil pemenksaan atau ketetapan pajak yang

dilaksanakai alau diterbiikan tidak seswai dengan i»i* cara yang
ditentukan dan

e Mengurangkan keiclapan pajak terutang becdasa'kan pertimbangan
kemampuan membayrjr Wajib Paiak atau kond»S' tertentu objek
pajak

13) Keieniuan lebih lan|ut rnengenai lata ch.(b pengurangar. alau
penghapusan sanksi administrate dan p >nguranga- » atau pembalaian
ketetapan paiak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
Peraturan Kepala Daerah

Bagian Ketujuh
Pcngembahan Pombayaran Pajak

Pasal 64
( U Atas kdebihan pembayaran Pajak Wajib l'ajak dapat mengajukan

permohonan pengembalian kepada Kepnta Daerah
( 2 ) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling Iam3 12 (dua belas) bulan,

sejak ditenmanya permohonan pengemtalian keiebihan pembayaran
Paiak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) haru$ membenkan
keputusan

( 3'i Apabila jangka waktu seb3gairnana dir.iaksud pada a « :.u '2) telsh
dilampaui don Kepala Daerah tidak rnembenkan suah* keputusan.
permohonan oengembakan pembayeran Pajak dianggap dikabulkan dan
SKPOLB harus ddert'tkan dalam jangka wak’u paling lama 1 (satu)

oulan. •ij Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak tacrnya, ketebihan
pembayaran Pajak sebagaimana d'maksud pada ayai ( t ) lar.gsung
diperhaungkan untjk rr.elunrsi lerlebth dahulu - jtang Pajak tarsetirt.

J.0 '



(5) Pengembalian ketcbihan pembayaran Pajak seoagaimana dimaksud
pada ayal (1) cMakukan daiam jangka waklu paNng lama 2 (dkid > buian
sejak dnerbilkannya SKPDL8.

(6 ) Jrka pengembalian kelebihan pembayaran Pajak drfakukan seleiai» le .̂ii
2 (dua) bulan. Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebosa' ?%
(don per &en) sebuion atas ketarlambaian pembayaran kelobih.vi

pembayaran Pajak
( 7) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan bunga sebagaimana

dimaksod pads ayal (i) dan ayal (6) dibebankan pads AP80
(8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana

dimaksud padd ayal ( 1) diatur dengan Peraturan Kepala Oaerah

BAB IV
PEMBUKUAN DAN PEMERIKS AAN

Pasal 65
{ 1 } Wajrb Pajak yang meiakukan usahs dengan om;el palrng sedikii Rp

300 000 000.00 (tigs ralus jula rt/piah) per tahun wapit>
menyelenggarakan pembukiran atau pencataian

(2) Kriiena Wajih Pa^ ak dan penentuan besaran omzel serta laia care
pembukuan atau pencatalan sebagaimana dimaksud pads ayal {!) dtaiur
dongan Pe. aiuran Kepafa Daerah,

Pasal 66
( 1 J Kepala Daerah bcnvcnang melakykgn pemoriksaan untuk menguj'

kepstuhan pementhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka
meiaksanakan pprati>ran perundany-undangan perpajakan daerah

(2) Wajib Pajak ytmg d«pcuksa w3|ib
9 A/ emperlihnlkan pan/alau mrminjamkan buku ;I{.K> Catalan, dokurnen

yang menjadi dasarriya dan dokumeo lam yany li*rhubung*n dengan

obreK Pajak yang (orutang
b Membenkan kesempalan untok memasuk * tempat alau ruangnn yano

dii.nggap perlu dan mjmoerikjri bjr.Uun quna keUmbarim
pemenksaan danfaisu

c Memberikan keierangan yang dipenuciii
(3) Keleniuan lebih lanjui mengena- lata r.ara pamenksaan Pajak rimiui

dengan Peraturan Kepala Daerah

;
.
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BAB V
INSENTIF PEMUNI3UIAN

Pjsal 67
( 1) Insiansi yang melaksanaknn pemunguttm Pajak dapol dibari msentif atas

dasor pencapaian kmerja lerlentu
( 2) Pembenan msentif sebagaimana dimaksnd pada ayal (1) dilelopkan

melalui Anggaran Pendapatan dar I3elanja Daerah
( I'' Tata cara pembenan dan pemantaalan msentif sebagaimjina drmaksud

pada ayal ( t ) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

r

:
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BAB VI
KETENTUAN K'-UJSUS

Pasal 68
(1) Seliap pejabal cfnatang memberitanui:an kopada pibak lain segnlci

sesualu yang dikeiahui alau diberita^ ukan kepadanya oleh Wajib Pajak

A\ .



dalam rangka jabatan atau pekerjaannyn unluk menjalankan ketentuan
peraluran perundang-undangan perpajakan daerah
Larangan sebagaimana dimaksud paoa ayat ( 1) bprtaku juga terhauap

tenaga ahfi yang ditunjuk oleh Kep3ia Daef3h irniuk membantu dalam
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-unda. igan perpajakan

daerah
Dikecualikan dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada a^ ai 0) dan

ayat {2} adalah
a Pejabai dan tenaga ahli yang bemndak sebagai saku atau saks- A -!•

dalam sidang pengadilan.
D Pejabai dan/atau tenaga 3h'i yang ditetapkan oten Kepaia 0 ierah

untuk membenkan kelerangan kepada pejabai lembaga negafa aiau

instant! Pemerintah yang bewenang mei'akukan pemeriksaan dalam

bidang keuangan daerah
Unluk kepentingan Daerah Kepala Dae ah oerwengng member) izin

tedulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan irnaga

ahli sebagaimana dimaksud paoa nyal (2) . agar membenkan ketnrangan.
memperlihatkan bukti tertulis dan atau lemartg Wajib Pajak kepada pihak

yang ditunjuk
Untuk kepentmgan pemenksaan di pengadilan dclam perkara pidana

atau perd3ta. alas permmtaan hakim sesuai dengan Hokum Acara

Pidana dan Hokum Acara Perdala. Kepala Daerah dapaI mernben izin
tertulis kepada pejabai sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dan

tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat {2). unluk memtenkan
dan mempertihalkar. bukti tertulis dan kelerangan Wajib Pajak yang ada
padanya
Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus

menyebutkan nama lersangka atau nama tergugal kelerangan yang

drminta serta kailan antara perkara pidana atau perdala yang

bersangkutan dengan kelerangan yang jiminia

( 2)

( 3)

( 4 )

(5)

16 )

BAB VII
PENY1D1KAH

Pasat 69
Peiaba; Pegawai Negen Sip»l lertentu d> iingkungan Pemenntah Daerah

diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakjkan penyidikan

tmdak pidana di bidang perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Per.yidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( it adalah peiabat pegawai

negen sipif tertentu di Imgkungan Pemermtah Daerah yang diangkat oleh

pejabai yang berwenang sesuai dengan kelentuan peratnran perundang*

undangan
Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adafah

Menerima. mencari. mengumpulkan, dan rrenetiti kelerangan atau

laporan berkenaan dengan iindak pidana di bidang perpajakan

Daerah agar kelerangan aiau laporan lersebut menjadi lebih lengkap

dan jelas .
Menel'ti. mencan. dan mengumpulkan keterangan mengenai orang

pribadi atau Badan tentang kebenaran perbualan yang dilakukan

sehubungan dengan tmdak pidana perpajakan Daerah
Memmta kelerangan dan bahan bukti dan orang pribadi atau Badan

sehubungar dengan tmdak pidana dt bidang perpajakan Daerah,

Memenksa buku, Catalan, dan dokumen tain berkenaan dengan

tmdak pidana di bidang perpajakan Daerah,

I D
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(3)
a

b

c

d

i



f
e MeiaKukan penggnlcdahan untuk mcndapatkao baiiao buM-

pcmbukuan. pcncaldlan. ton dokumen l<nn seda difkikukim
pe^yilaao lerhadap baban bukli terr.ebui
Mefl'inta bnntuon lor>age nhli dnlnm leogkti po^n^on^an lug.*1

penyioikon hodak pdana di lutony pcrpoiawan OdorMb

g Menyuruh berbnnli dan/ala.; »neJ«irang fiftsoorang mer»ing<jakk,n»

ruariyan atau lernpyi pada :+yat pemenk srian sectaftQ bfciteny.itjn'i
dan memenksa identnas ouny benda. cb^atau dokumen yn'" >
dibawa,

h Menolrct seseorang yang t* c ;fnl,> r> dnnyan tmdak piOtfn.-.
perpajakan Oaerah,

i Memarigyil orang uniuk dideng;u heteranpannya dan dipfnk <..i
sebagai tersangka oiau saksi.
Monghenfrkan penyio.kan. d3n/alati

k Melakukan nndakan lam yang f <r.riu tjrilufc kelancaran ponyi- jikan

Imdak pidana bida ig perpajakan Oaerah sesuai ttongan keleniuan
peraiucan peumdang-irndangan

( 4 ) Pcnyidik sebagaimany ciim3ksnd pnda :tyai ( 1 ) mernb«r4talmkfin
dimulJjinya pcnyid'kan dan menyamparkan nasil penyidikannya knpada

Ptiruiniui Un\uni meiakr P<?nyi<iik Pejabu Polisi Negara Rcpubf^
In to. iesia sesuai dengan keleriUran yang dialur daian- UndangUndamj

Hulaim Anara Pidana

J

'

DAB VIII
KPTENTUAN PIOANfi

Pasal 70
( 1} Wajib Pajak yang karena keaipaano\ a intok menyampaikan SPTPD ala i

n -.engisi 6e igan ndak benar atatr tidak lengknp atau melamp^kfl"'
ktlerangpn yang lidak benar oeh.ngga mo'ugikan keuangan Daera1’

dapjt dipidana dengan picjana kuoingan paling lan>a I {salu) tahun alnn

pidarj denda paling banyak 2 {dual kalijumlah papk lenjtang yang ikfciK

aiaL kurang dibayar
( 2) Waiib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD alau

meng> sf dngan tidak benar alau bdak lengkap alau melampi'knn

keleranga yang tidak benar sehmgga merugikan keoangan Daerah

dapat dipidana oengan p>dana penjara paling lama 2 (dua) lahun aiau

pidana denda paling banyak 4 (empai) kali jumlah pajak lerulang yang

lidak atau kprang dibayar

Pasal 71

Tindak pidana di bidang perpajakan Oaerah lidak ditpntul seteteh melampaui

jangka waklu 5 (lima) ladun sejak saal leruiangnya pajak alau berakhimya

Masa F ajak atau berakhrrnya Sagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun

Pajak yang bersangkutan

Pasal 72

( 1) Pejabal alau lenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Oaerah yang karena

kealpaannya ddak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagamnana

bimaksud daiam Pasal 68 ayal ( I) dan ayai (2) dipldana dengan pidana

kurungan paling lama 1 (salo) lahun dan pidana denda paling banyak

Rp. 4 000 000,00 (empai juia rupiah)
(2) Pejabal alau lenaga ahli yang dilunjuk oleh Kepala Daerah yang dengan

sengaja lidak memenuhi kewajibannya alau seseorang yang

menyebabkan tidak dipenuhinya kewa|iban pejabal sebagaimana

2.



dimaksud dalam Pasal n8 ayal (I) dan aval (2) dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 2 (dua) lahun dan pidana dend3 paling banyak Rp
10 000 000.00 (seputuh juta rupiah)

{3) PenuntuOn lerhadap iindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayal
(1) dan ayal (2) hanyn dilakukan alas pengaduan orang yang
kerahasiaannya dilanggar

( 4) Tuntutan pidana sebogaimana dimaksud pada as jl (1) dan ayal (2)

sesuai dengan silalnya adalah niehyangkul kepenungan pnbadi
seseorang aiau Badan seiaku Wajib Pajak karena rtu dijadikan iindak
pidana pengaduan

Pasal 73
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayal ( I) dan ayal (2). dan
Pasal 72 ayal (1) dan ayal (2) merupakan penerimaan negara

8AB IX
KETENTUAN PENU7UP

Pasal 74
( 1} Dengan berlakunya Peraluran Daerah ini maka

a Peraluran Daerah Kabupaien Samosir Nomor 4 Tahun 200S lentang
Pajak Restoran.

0 Peraluran Daerah Kabupaien Samosir Nemo' 5 Tahun 2005 lentang
Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C

c Peraluran Daerah Kabupaien Samosir Nomor 6 Tahun 2005 lenlang
Pajak Hotel,

d Peraluran Daerah Kabupaien Samosn Nomor 7 lahun 2005 lenlang
Pajak Reklame,

e Peraluran Daerah Kabupaien Samosir Nomoi 4 Tahun 2009 lenlang
Pajak Pajak Penerangan Jalan, dan
Peraluran Daerah Kabupaien Samosir Nomor 5 Tahun 2009 lenlang
Pajak Hiburan

dinyalakan bdak berlaku lagi
(2) Hal-hal yang be'um dmler dalam Peraluran Daerah int sepaniano

mengenai pelaksonaannya diaiu' dengan Peraluran Kepala Daerah

!

Pasal 75
Peraluran Daerah mi berlaku sejak langgal d'undargkan

Agar seliap orang mengelahgmya memermlahkan pengundangan
Peraluran Daerah mi dengan menempalkannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaien Samosir
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